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ABSTRACT 

Drought affects the agricultural sector severely, as irrigation is vital to agricultural production. This paper 
discusses farmers’ measures and the government’s role in coping with drought. Review of references, especially 
those primary papers, is this paper writing method. Drought impacts the El-Niño Southern Oscillation (ENSO), 
resulting in lower rainfall below normal and occurring recurrently every several years. Agricultural drought is 
relatively easier to intervene in than meteorology. Drought affects food production in many countries in the world. 
Farmers try their best measures to minimize harvest drop or failure. The government attempts to predict drought 
through remote sensing and daily rainfall data. The government takes many actions to cope with drought at the 
farm level. It is necessary that the farmers have high resilience and that the government’s policies are precise in 
the short and long terms to deal with drought. 
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ABSTRAK 

Sektor pertanian terdampak oleh fenomena kekeringan mengingat irigasi merupakan kebutuhan mutlak dalam 
produksi pertanian. Makalah ini bertujuan membahas upaya petani dan peran pemerintah dalam menghadapi 
kekeringan. Penulisan makalah ini berdasarkan tinjauan pustaka, khususnya dari berbagai publikasi primer. 
Kekeringan merupakan dampak El-Niño Southern Oscillation (ENSO) yang menyebabkan curah hujan berada di 
bawah normal yang berulang tiap beberapa tahun sekali. Kekeringan pertanian lebih bisa diintervensi dibanding 
kekeringan meteorologis. Penurunan produksi pangan terjadi selama kekeringan berlangsung di berbagai belahan 
dunia. Petani dengan berbagai sumber daya yang ada berusaha mengatasi kekeringan agar dapat menekan 
penurunan hasil atau menghindari gagal panen. Pemerintah melalui penginderaan jarak jauh maupun data curah 
hujan harian berupaya memprediksi kekeringan. Berbagai upaya upaya telah ditempuh oleh pemerintah untuk 
membantu mengatasi kekeringan di tingkat petani. Dibutuhkan upaya petani dengan daya tahan yang memadai 
dan peran pemerintah yang tepat dalam jangka pendek maupun jangka panjang agar dampak kekeringan dapat 
diatasi. 

Kata kunci: adaptasi, kekeringan, pemerintah, petani, produksi  

PENDAHULUAN 

Kekeringan merupakan bencana alam yang 
sangat mempengaruhi produksi pangan, 
termasuk padi. Kekeringan sering terjadi di 
Indonesia dan petani, khususnya, dapat 
menghadapi kekeringan yang telah terjadi 
berulang kali. Walaupun demikian perlu tindakan 
yang tepat dalam menghadapi kekeringan agar 
dampaknya tidak semakin membesar atau 
menjadi lebih buruk jika terjadi lagi pada masa 
mendatang (Reliefweb.int 2019). Daya tahan 
adalah kemampuan negara, masyarakat, dan 
rumah tangga dalam menghadapi perubahan, 
dengan mengelola atau melakukan transformasi 
standar hidup di tengah guncangan termasuk 

kekeringan tanpa mempertimbangkan prospek 
jangka panjang (DFID 2012; FSIN 2014). Daya 
tahan merupakan kemampuan infrastruktur fisik 
kritis dalam menyerap guncangan. Dari sudut 
pandang psikologi, daya tahan (resiliensi) 
merupakan proses adaptasi dan pengembangan 
keahlian, kapasitas, perilaku, dan tindakan yang 
diperlukan dalam menghadapi kesulitan (Boto 
dan Pandya-Lorch 2013). Resiliensi juga dapat 
diartikan kapasitas penduduk, masyarakat, 
lembaga negara, dan global untuk 
mengantisipasi, mempersiapkan, menghadapi, 
dan pulih dari guncangan serta bukan hanya 
kembali seperti sebelum terjadi guncangan tetapi 
menjadi lebih baik (Fan et al. 2014).  Bahkan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 1994 
menetapkan setiap tanggal 17 Juni sebagai Hari 
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Penanggulangan Degradasi Lahan dan 
Kekeringan atau World Day to Combat 
Dessertification (WDCD). Hal ini bertujuan untuk 
meningkatkan kesadaran berbagai pihak 
termasuk pemerintah, masyarakat maupun para 
petani yang berkepentingan dengan lahan untuk 
peduli terhadap masalah degradasi lahan dan 
kekeringan (ICEL 2019).  

Kekeringan dibedakan menurut 
penyebabnya, yaitu secara alami dan intervensi 
manusia. Kekeringan alami meliputi (1) 
kekeringan meteorologis karena curah hujan di 
bawah normal selama satu musim dan 
merupakan indikator awal adanya kekeringan, 
(2) kekeringan hidrologis karena kekurangan 
pasokan air permukaan dan air tanah, (3) 
kekeringan pertanian terjadi karena kelembaban 
tanah rendah, (4) kekeringan sosial ekonomi 
yaitu kekeringan yang menyebabkan kehidupan 
sosial ekonomi masyarakat seperti kerusakan 
tanaman, peternakan dan perikanan, 
berkurangnya pasokan listrik tenaga hidro, 
terganggunya transportasi air, dan menyusutnya 
sumber air baku untuk kebutuhan rumah tangga 
maupun industri, (5) kekeringan topografi hidro 
yaitu perubahan permukaan air sungai selama 
musim kemarau dan musim hujan serta topografi 
lahan. Kekeringan karena intervensi manusia 
mencakup (1) kekeringan karena kebutuhan air 
melebihi suplai yang ada karena ketidakpatuhan 
pengguna dengan pola tanam atau pola 
pemanfaatan air, dan (2) kerusakan daerah 
resapan air dan sumber air karena pengelolaan 
lingkungan yang tidak sesuai (Mursidi dan Sari 
2017; Rockstrom 2000; Puslitbang SDA 2014). 

Dampak kekeringan karena El Niño antara 
lain membuat panen padi gagal karena 
kebutuhan air untuk tanaman tidak tercukupi. 
Musim kemarau yang berkepanjangan atau awal 
musim hujan yang terlambat akan menunda awal 
musim tanam yang mengakibatkan musim 
paceklik menjadi lebih lama. Dampak berikutnya 
adalah tertundanya awal musim tanam kedua 
yang kemungkinan besar jatuh pada 
pertengahan musim kemarau dan peluang 
tanaman padi pada musim kemarau gagal panen 
juga menjadi lebih besar. Sumber air untuk 
tanaman pangan pada musim kemarau sekitar 
70% berasal dari irigasi dan 30% berasal dari 
curah hujan. Untuk itu sangat penting bagi petani 
bertahan dalam menghadapi kekeringan dengan 
berbagai upaya yang bisa dilakukan (WFP-BKP-
LAPAN 2016). El Niño juga menyebabkan 
kebakaran lahan, terutama lahan gambut, dan 
hutan di Sumatera dan Kalimantan dengan 
tingkat dan durasi yang beragam tergantung 
intensitasnya (Nurdiati et al. 2021). Di tingkat 
global, kekeringan menyebabkan sekitar tiga 

perempat luas tanam jagung, padi, kedelai, 
gandum, atau 454 juta hektare mengalami 
kehilangan hasil selama periode 1983–2009. 
Kehilangan hasil panen tersebut secara kumulatif 
setara USD166 miliar. Kekeringan setiap tahun 
rata-rata menurunkan Produk Domestik Bruto 
Pertanian bervariasi antarnegara dengan rata-
rata sebesar 0,8% (Kim et al. 2019).  

Pemerintah telah mengantisipasi dampak 
bencana, khususnya kekeringan, terhadap 
sektor pertanian dengan menerbitkan UU No. 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
(Sekretariat Negara RI 2007), Permentan No. 50 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan 
Dampak Bencana di Bidang Pertanian 
(Kementan 2007), dan Permentan No. 39/2018 
tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan 
Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian 
(Direktur Jenderal Peraturan Perundang-
Undangan 2018). Bencana alam didefinisikan 
sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 
yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 
kekeringan, topan, dan tanah longsor. Undang-
Undang No. 24/2007 tentang bencana pada 
praktiknya kurang memerhatikan bencana yang 
terjadi untuk kawasan pertanian, misalnya 
kekeringan. Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) kurang tanggap 
terhadap kekeringan di lahan pertanian. 
Permentan No. 50/2007 mengacu pada UU No. 
24/2007 mengatur penanganan dampak 
bencana alam pada sektor pertanian. Permentan 
No. 39/2018 menyatakan dampak perubahan 
iklim adalah meningkatnya kejadian iklim ekstrim 
yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah 
longsor, kekeringan, angin topan, serangan 
organisme pengganggu tanaman (OPT), 
dan/atau wabah penyakit hewan menular. 
Permentan No. 39/2018 mengatur tentang 
sistem peringatan dini dan penanganan dampak 
perubahan iklim antara lain berdasarkan hasil 
prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, 
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Penanganan 
kekeringan dapat dilakukan melalui mekanisme 
bantuan operasional, rehabilitasi sarana 
dan/atau prasarana, dan asuransi pertanian.  

Tulisan ini merupakan hasil review dari 
berbagai publikasi primer dan beberapa publikasi 
pendukung lainnya. Secara umum tujuan 
makalah ini adalah untuk membahas upaya 
petani dan peran pemerintah dalam menghadapi 
kekeringan di sektor pertanian. Secara khusus 
tulisan ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi 
kekeringan di sektor pertanian, (2) mengevaluasi 
dampak kekeringan terhadap produksi pertanian, 
(3) membahas upaya petani dalam menghadapi 
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kekeringan, dan (4) menganalisis rancangan, 
implementasi dan dampak kebijakan pemerintah 
dalam mengatasi gangguan kekeringan. 

INTENSITAS DAN FREKUENSI 
KEKERINGAN SEKTOR PERTANIAN  

DI INDONESIA 

Berbagai gangguan eksternal yang sering 
terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia 
adalah gempa bumi, letusan gunung api, banjir, 
kekeringan, urbanisasi, alih fungsi lahan, dan 
kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). 
Fenomena bencana alam yang banyak menjadi 
perhatian dalam literatur adalah kekeringan, 
kebanjiran, serangan hama-penyakit, angin 
topan (hurricanes/cyclones), dan gempa bumi. 
Frekuensi dan intensitas dari berbagai kejadian 
bencana alam tersebut bervariasi. Intensitas 
kekeringan bisa diukur menggunakan aplikasi 
penginderaan jauh, yaitu algoritma Normalized 
Difference Drought Index (NDDI). Cara lain 
pengukuran intensitas kekeringan adalah 
menggunakan Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 
2/2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian 
Risiko Bencana. Menggunakan kasus di 
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pada bulan 
Juli 2015 diketahui bahwa metode NDDI dan 
Perka BNPB masing-masing memiliki akurasi 
82% dan 72% (Rahman et al. 2017). 

Untuk mendapatkan gambaran dampak 
potensial dari kekeringan, sejumlah variabel 
diperlukan untuk mewakili berbagai aspek yang 
berbeda terkait dengan defisit air. Di antara 
variabel kekeringan yang utama adalah 
frekuensi, tingkat keparahan, intensitas, dan 
durasi (Tabel 1). Tingkat keparahan (kekeringan) 
mengggambarkan akumulasi defisit seluruh 
kurun waktu kekeringan. Intensitas merupakan 
rata-rata hujan, kelembaban tanah, atau defisit 
penyimpanan air selama kekeringan. Dampak 
kekeringan dapat dirasakan setelah kekeringan 
berakhir sebagaimana diukur dengan indikator 
acuan.   

Sekitar 93% dari fenomena kekeringan di 
Indonesia terjadi dalam masa-masa terjadi El-
Niño Southern Oscillation (ENSO).  Menurut 
Salafsky (1994), ENSO terjadi setiap siklus 3–7 
tahun.  Dalam periode tahun 1970–2000 telah 
terjadi empat kali kekeringan akibat El-Niño yang 
kuat yang berdampak pada penurunan produksi 
padi secara signifikan (Naylor et al. 2001). 
Berdasarkan pengamatan data tahun 2007 
hingga 2017, siklus ENSO bisa terjadi antara 2–
7 tahun (Purnama et al. 2018). Pada tahun 1998, 

kegagalan panen padi telah menyebabkan 
peningkatan harga biji-bijian sebesar 300%. 
Penurunan produksi padi di Jawa diperkirakan 
mencapai 4,8 juta ton selama musim kering 
tahun 1997–1998, atau sekitar 17% dari produksi 
padi di Jawa selama setahun. El-Niño Southern 
Oscillation yang sangat kuat terjadi selama tahun 
2015 dari bulan Maret hingga awal September. 
Beberapa provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa 
Tengah, dan Jawa Timur mengalami kondisi 
kekeringan yang sangat parah termasuk 
sebagian besar wilayah Nusa Tenggara, Maluku, 
dan Sulawesi, yaitu tidak ada curah hujan selama 
lebih dari 60 hari hujan (WFP-BKP-LAPAN 
2015). Hal ini menyebabkan terjadinya 
penundaan musim tanam pada tahun 2016 di 
Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan 
daerah produksi utama beras (WFP 2016). Pada 
Musim Kemarau (April–September) 2016 luas 
kekeringan tanaman padi adalah 6.271 ha 
(0,09% dari luas tanam 6.747.806 ha) terjadi di 
Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat dan 
Sumatera Barat dengan puncak kekeringan pada 
bulan April (A2016). Selama MK 2018 tanaman 
padi yang terdampak kekeringan adalah 115.988 
ha (2,32%) dan puso 24.372 ha (0,5%) dari luas 
tanam 4.991.594 ha (2,32%). Pada MK 2019 
tanaman padi yang terdampak kekeringan seluas 
148.836 ha (3,38%) yang mengakibatkan puso 
19.335 ha (0,4%) dari luas tanam 4.405.800 ha 
(Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 
2019). 

Kekeringan dan banjir karena perubahan iklim 
sangat memengaruhi produksi pertanian di 
Indonesia.  Walaupun demikian Indonesia bisa 
mencapai hasil pertanian lebih baik jika 
menggunakan skenario mitigasi kehilangan 
jamak atau multi-loss mitigation scenario (Lassa 
2012). Dari pengamatan perubahan iklim di 
Indonesia, dampaknya sudah jelas dan 
kemungkinan akan memburuk seiring perubahan 
iklim yang disebabkan oleh perilaku manusia. 
Curah hujan di berbagai daerah di Indonesia 
semakin berkurang rata-rata 2–3% per tahun dan 
diperkirakan semakin kritis selama musim 
kemarau yang dapat menyebabkan kekeringan 
berkepanjangan. Walaupun demikian, di 
sebagian daerah dapat mengalami curah hujan 
yang sangat tinggi dan menyebabkan banjir. 
Dalam hal ini tindakan adaptasi maupun mitigasi, 
khususnya di sektor pertanian, sangat diperlukan 
(Case et al. 2014). 

Erupsi atau letusan gunung berapi, misalnya 
Gunung Merapi di Yogyakarta, menimbulkan 
berbagai dampak yang merugikan bagi 
penduduk di sekitarnya. Dampak erupsi gunung 
berapi antara lain rusaknya daerah tangkapan air 
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khususnya di daerah aliran sungai (DAS) bagian 
hulu. Bangunan irigasi di kawasan Merapi juga 
rusak oleh aliran lava dingin. Letusan gunung api 
juga mengurangi potensi sumber daya air 
permukaan (sungai) maupun bawah permukaan 
(mata air). Kualitas air juga terpengaruh oleh 
letusan gunung api, khususnya pencemaran 
logam berat yang berbahaya bagi kesehatan 
manusia. Air tanah juga terganggu akibat letusan 
gunung api. Tanah yang menjadi lebih padat 
menjadi lebih menurun kemampuannya dalam 
mengalirkan air. Untuk itu perlu dilakukan 
berbagai upaya (best practices), untuk 
memulihkan kerusakan yang terjadi akibat 
letusan gunung api. Upaya-upaya tersebut 
antara lain adalah rehabilitasi DAS hulu, 

rehabilitasi jaringan irigasi untuk pertanian, 
normalisasi sungai, antisipasi banjir lahar dingin 
pada musim hujan, dan panen air pada musim 
kemarau (Subagyono 2013). 

Kekeringan pertanian terjadi jika tanaman 
tidak tersedia air atau kelembaban yang 
mencukupi di daerah perakaran tanaman. Defisit 
air tanaman menyebabkan kekeringan pertanian 
dapat terjadi karena dua hal: (i) ketersediaan air 
tidak mencukupi bagi tanaman karena inflitrasi 
curah hujan yang rendah dan kemampuan 
rendah tanah dalam menahan air, (ii) kapasitas 
tanaman menyerap air relatif rendah karena 
kondisi fisik dan kimiawi tanah yang kurang 
memadai dan perawatan tanaman yang buruk 

Tabel 1. Variabel utama untuk karakterisasi kekeringan 

Variabel Deskripsi Relevansi 

Frekuensi (frequency) Jumlah terjadinya kekeringan per interval 
waktu yang ditetapkan  

Semakin sering kekeringan dapat 
berdampak pada ekosistem yang 
terpengaruh 

Skala atau tingkat 
keparahan (severity) 

Terkait dengan defisit air. Dihitung 
berdasarkan selisih, dalam nilai mutlak, 
antara nilai indikator kekeringan (DI) dan 
ambang batas yang digunakan untuk 
mendifinisikan tingkat kekeringan  

S𝑖𝑖=Σ |DI𝑖𝑖| < ambang batas  

Defisit air terkait dengan air yang 
diperlukan untuk kebutuhan khusus, 
misalnya irigasi, konsumsi rumah 
tangga, pembangkit energi, dsb. 

Intensitas (intensity) Tingkat keparahan dibagi dengan durasi 
kekeringan 

Karakterisasi semua potensi dampak 

Durasi (duration) Jumlah hari, bulan, atau tahapan waktu 
kekeringan 

Kekeringan panjang semakin 
berkembang melalui siklus hidrologi 
dengan potensi lebih tinggi untuk 
pengaruh yang terjadi dan sekunder 

Tahap awal (onset) Hari, bulan, atau tahapan waktu mula-mula 
dengan indikator di bawah ambang batas 

Relevan jika kekeringan mulai pada 
periode sensitif dengan kebutuhan 
air lebih besar seperti periode 
penyemaian dan pembungaan. Ini 
untuk pengelolaan kekeringan dan 
deklarasi darurat pertanian. 

Tahap akhir 
(cessation) 

Indikasi meteorologis sudah kembali normal, 
kelembaban tanah meningkat, pertumbuhan 
ladang penggembalaan membaik), 
pertumbuhan hutan membaik, penampungan 
air dan danau terisi 

Relevan untuk pengelolaan 

Titik akhir (end point) Produktivitas pertanian dan ekosistem alami 
kembali seperti rata-rata sebelum 
kekeringan. Tingkat permukaan danau dan 
penampungan air kembali seperti sebelum 
kekeringan. Kondisi sosial ekonomi kembali 
atau stabil ke kondisi normal.  

Relevan untuk pengelolaan 

Bulan puncak (peak 
month) 

Hari atau bulan dengan nilai indikator 
kekeringan terendah 

Periode dengan dampak paling kuat 

Wilayah terpengaruh 
(affected area) 

Wilayah atau persentase wilayah (untuk 
suatu negara) dengan nilai indikator dibawah 
ambang batas 

Semakin luas wilayah, semakin 
banyak aset terpapar yang 
terdampak 

Sumber: Vogt et al. (2018) 
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seperti kesuburan lahan, waktu perawatan 
tanaman, dan varietas tanaman (Rockstrom 
2003). Secara umum kekeringan (drought) atau 
musim kering berbeda dengan cuaca kering (dry 
spell). Beberapa perbedaan antara kekeringan 
dengan cuaca kering dideskripsikan pada  
Tabel 2. 

DAMPAK KEKERINGAN TERHADAP 
PRODUKSI PERTANIAN 

Antara tahun 2003 hingga 2013 bencana 
alam di negara berkembang memberi dampak 
pada 1,9 miliar orang dan kerusakan sebesar 
USD494 miliar. Nilai kerusakan pada sektor 
pertanian akibat bencana alam tersebut tidak 
dilaporkan dan tidak diketahui. Statistik global 
umumnya tentang dampak bencana alam pada 
perekonomian mencatat untuk semua sektor, 
bukan per sektor. Catatan kerusakan biasanya 
meliputi dampak pada perumahan dan 
infrastruktur, jarang sekali secara khusus 
mencatat dampak pada sektor pertanian. 
Bencana alam merusak sektor pertanian dan 
sektor lainnya yang terkait dengan mata 
pencaharian, termasuk di dalamnya aset dan 
infrastruktur pertanian serta menyebabkan 

kehilangan produksi tanaman, ternak, dan 
perikanan (FAO 2015). Dampak El Niño 
2015/2016 terbesar terjadi pada hampir seluruh 
wilayah Indonesia pada peralihan musim 
kemarau ke musim hujan, yaitu September–
November 2015 (Avia dan Sofiati 2018). 
Kekeringan di berbagai negara menyebabkan 
penurunan produksi pangan. Misalnya, 
kekeringan di Turki yang wilayah pertaniannya 
tergolong arid dan semiarid sangat memengaruhi 
total produksi nasional untuk komoditas gandum, 
jelai, jagung, bunga matahari dan kapas. 
Dampaknya adalah berkurangnya ekspor 
gandum dan meningkatnya impor jagung (Dellal 
dan McCarl 2010). Di Afrika Selatan, penurunan 
produksi sorgum dan jagung sangat nyata 
dipengaruhi oleh kekeringan (Orimoloye 2022). 
Di samping itu peternak skala kecil di negara 
tersebut juga terdampak kekeringan serta tidak 
mempunyai resiliensi dalam menghadapi 
bencana ini (Matlou et al. 2021).  

Dampak dari kekeringan di sektor pertanian 
meliputi terbatasnya air irigasi, berkurangnya 
luas tanam, menurunnya produktivitas lahan, 
berkurangnya produksi tanaman, pendapatan 
petani semakin rendah. Dari perspektif sosial, 
bencana kekeringan mendorong perpecahan 
dan perselisihan yang meluas menjadi konflik 

Tabel 2. Perbedaan kekeringan dan cuaca kering serta cara mengatasinya 

 Cuaca kering Kekeringan 

Meteorologis   

Kejadian Dua dari tiga tahun (2/3 tahun) Satu dari sepuluh tahun (1/10 tahun) 

Dampak Penurunan hasil Puso 

Penyebab Kekurangan curah hujan kurun waktu 2–5 
minggu 

Curah hujan musiman di bawah 
kebutuhan air untuk tanaman musiman 

Pilihan resiliensi Membangun resiliensi ekologis dan social 

- Memanen air 

Parasut resiliensi 

Pertanian   

Kejadian Lebih dari 2 dari 3 tahun (>2/3 tahun) Satu dari sepuluh tahun (1/10 tahun) 

Dampak Penurunan hasil atau puso Puso 

Penyebab Partisi curah hujan rendah menyebabkan 
ketersediaan air untuk tanaman rendah 

Kapasitas tanaman menyerap air rendah 

Partisi curah hujan rendah menyebabkan 
defisit kelembaban tanah musiman untuk 
bisa panen 

Pilihan resiliensi Membangun resiliensi ekologis dan sosial 

- Konservasi tanah dan air 
- Pengelolaan tanaman 

Membangun resiliensi ekologis dan sosial 

- Parasut resiliensi 
- Memanen air 
- Pengelolaan tanah dan tanaman 

Catatan: perbedaan antara kekeringan meteorologis dengan kekeringan dan cuaca kering yang dipengaruhi oleh 
manusia menunjukkan dampak, penyebab, dan mekanisme resiliensi. 

Sumber: Rockstrom (2003). 
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antarpengguna air dan bahkan antarpemerintah 
daerah (Mursidi 2017). Di tingkat global, 
Indonesia merupakan negara yang sering 
terdampak El Niño. Penurunan produksi 
pertanian sangat potensial berdampak pada 
ketahanan pangan. Pemerintah harus 
melaksanakan program mitigasi untuk 
meningkatkan resiliensi petani selama dilanda El 
Niño (Rojas et al. 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Measey (2010) 
menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 
negara ketiga terbesar dalam menghasilkan 
emisi rumah kaca yang disebabkan oleh 
penebangan hutan, kebakaran hutan, dan 
degradasi lahan gambut. Hal ini turut 
menyumbang terhadap perubahan iklim. 
Dampak dari perubahan iklim meliputi 
peningkatan suhu udara, curah hujan yang lebih 
banyak, serta musim kering yang lebih parah 
(kekeringan), peningkatan permukaan air laut, 
dan ancaman terhadap ketahanan pangan. 
Dalam hal ini perubahan iklim juga berpengaruh 
terhadap ekonomi dan jumlah orang miskin di 
Indonesia, kesehatan manusia, lingkungan, dan 
keragaman hayati Indonesia. 

Penelitian di Kabupaten Bantul, Provinsi 
Yogyakarta, oleh Puspitasari (2017) 
menunjukkan bahwa kekeringan pada tahun 
2016 menyebabkan penurunan cukup banyak 
untuk produksi pangan dibanding tahun-tahun 
sebelumnya. Pada tahun 2016 akibat kekeringan 
produksi padi sawah dan padi gogo mengalami 
penurunan tajam, yaitu masing-masing sebesar 
182.980 ton dan 231 ton, dan pada tahun 2015 
masing-masing mengalami penurunan lebih 
banyak, yaitu 198.457 ton dan 685 ton. 
Kekeringan sebenarnya sudah diamati sejak 
2014 dan 2015 tetapi puncaknya terjadi pada 
tahun 2016 yang termasuk kekeringan sedang 
pada 17 kecamatan (22.493 ha) dan sebagian 
diantaranya mengalami kekeringan tinggi di 7 
kecamatan (3.778 ha). 

Lahan padi di Jawa Tengah yang terdampak 
kekeringan pada tahun 2015 seluas 82.324 ha 
dengan potensi kehilangan produksi padi 
sebesar 496.002 ton atau setara 4,39% total 
produksi padi di provinsi ini. Jika hanya 
memperhitungkan produksi padi selama musim 
kemarau (April–September 2015), kehilangan 
produksi padi tersebut sebesar 11,44%. 
Sebanyak empat kabupaten terdampak 
kekeringan paling parah adalah Blora, Cilacap, 
Grobogan, dan Pemalang. Kabupaten yang 
rawan kekeringan di Provinsi Jawa Tengah 
adalah Cilacap, Pemalang, Semarang, Demak, 
Grobogan, Sragen, Rembang, dan Pati (Pratiwi 
et al. 2020). 

Kekeringan pada tahun 2015 di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur menyebabkan penduduk yang 
sebagian besar bekerja sebagai petani kesulitan 
akses air. Hal ini menyebabkan penduduk 
kesulitan akses air bersih untuk kebutuhan 
rumah tangga maupun irigasi untuk pertanian. 
Dampaknya adalah pendapatan petani menurun 
secara signifikan karena kegagalan panen 
(Karuniasa dan Pambudi 2022). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad et 
al. (2019) dengan menggunakan data panel dari 
tahun 1996 hingga 2016 menunjukkan adanya 
pengaruh kekeringan terhadap inflasi. 
Kekeringan di wilayah bagian selatan Indonesia 
meningkatkan inflasi secara signifikan. 
Walaupun demikian di wilayah lainnya 
kekeringan tidak nyata mempengaruhi inflasi. 
Penurunan produksi pertanian akibat kekeringan 
menyebabkan harga pangan naik. 

UPAYA PETANI DALAM  
MENGHADAPI KEKERINGAN  

Musim kering yang relatif lama dapat 
mengubah mata pencaharian petani maupun 
buruh tani untuk bekerja di luar sektor pertanian. 
Lahan pertanian yang kering dan ketiadaan 
irigasi membuat lahan petani menjadi bera, 
petani dan buruh tani menganggur. Di sisi lain, 
petani dan buruh harus terus bekerja untuk 
memperoleh penghasilan guna menghidupi 
keluarga. Di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 
misalnya, seorang tani bekerja di pabrik dan juga 
menjadi penjual air selama musim kemarau 
tahun 2015 berlangsung. Hal ini dilakukan 
karena tidak ada lagi kegiatan di sawah karena 
kemarau panjang. Di Kabupaten Brebes, 
sekelompok petani dengan pinjaman modal dari 
bank mencoba peruntungan menjadi pedagang 
pengumpul bawang merah selama kekeringan 
berlangsung (kompas.com 2015).  

Petani diharapkan tetap bertahan selama 
kekeringan. Pemerintah perlu membantu petani 
dengan menyediakan varietas tanaman yang 
tahan kekeringan dan tahan salinitas. Hal ini 
perlu dilakukan untuk mengantisipasi 
kekekeringan akibat perubahan iklim yang 
semakin intensif. Dengan varietas yang tahan 
kekeringan dan salinitas maka petani masih 
mampu menghasilkan pangan walaupun terjadi 
kekeringan iklim akibat perubahan iklim yang 
tidak jelas (Pikiran Rakyat Online 2009). Cara 
bercocok tanam dengan pertanian organik pada 
taraf tertentu juga lebih tahan terhadap 
kekeringan dibanding pertanian konvensional 
(Ferris 2014). 
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Strategi terbaik dalam menghadapi 
kekeringan bagi petani adalah menerapkan 
manajemen risiko yang selama ini masih kurang 
optimal. Hasil penelitian Suryanto et al. (2020) 
pada petani padi di wilayah kabupaten di 
Karesidenan Surakarta (Boyolali, Klaten, 
Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen) 
Jawa Tengah, dengan pendekatan Contingent 
Valuation Method (CVM) menunjukkan bahwa 
93% petani tidak bersedia membayar premi 
asuransi pertanian. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pemerintah perlu mengalokasikan dana 
subsidi lebih besar untuk asuransi pertanian. 
Cara lain adalah mengikuti asuransi pertanian 
sehingga jika terjadi gagal panen akan mendapat 
ganti rugi sebanding dengan biaya yang 
dikeluarkan. Petani juga perlu menerapkan 
teknologi adaptasi meliputi penyesuaian waktu 
tanam maupun penggunaan varietas unggul 
tahan kekeringan (Sumiarni et al. 2011). Petani 
skala kecil kurang mampu untuk membayar 
premi asuransi komersial. Pada saat yang 
bersamaan petani juga didorong untuk akses 
kredit bersubsidi agar lebih mampu membiayai 
usahataninya (Ankrah et al. 2021). Vyas et al. 
(2021) menyarankan agar pemerintah, 
perusahaan asuransi, dan peneliti meningkatkan 
perhatian ke daerah produksi pertanian yang 
rawan bencana serta menerapkan 
pembangunan pertanian dengan metoda yang 
lebih aktual.  

Masyarakat, khususnya petani, sudah 
melakukan adaptasi berbagai gangguan 
eksternal, misalnya akibat perubahan iklim, 
walaupun dengan cara yang sederhana dan tidak 
terencana. Cara-cara yang ditempuh seperti 
perubahan pola tanam, penggunaan varietas 
tahan kekeringan, pindah lokasi usahatani, atau 
ganti jenis pekerjaan. Menurut Kemen LH (2014) 
terdapat beberapa jenis adaptasi, yaitu (1) 
adaptasi antisipatif/proaktif adalah adaptasi yang 
dilaksanakan sebelum dampak perubahan iklim 
dikenali, (2) adaptasi otonom/spontan adalah 
adaptasi karena perubahan ekologi di alam atau 
kesejahteraan manusia, (3) adaptasi yang 
direncanakan adalah adaptasi sebagai 
keputusan yang direncanakan karena perubahan 
kondisi, (4) adaptasi pribadi adalah adaptasi 
yang dilakukan oleh individu/pihak swasta sesuai 
kepentingannya, (5) adaptasi publik adalah 
adaptasi yang dilaksanakan oleh pemerintah 
pada semua tingkatan untuk kebutuhan 
bersama, dan (6) adaptasi reaktif adalah 
adaptasi yang dilakukan setelah dampak 
perubahan iklim diketahui (Kemen LH 2014). 

Pada dasarnya masyarakat mempunyai 
kapasitas dalam menghadapi bencana. 
Kapasitas fisik dan lingkungan merupakan 

kapasitas untuk menekan dampak bencana 
melalui pembangunan fisik pada lingkungan 
sekitar tempat tinggal. Kapasitas sosial terdiri 
dari sikap manusia untuk mengurangi 
penderitaan akibat bencana melalui 
pengembangan perilaku dan budaya yang positif 
serta kegiatan yang menambah wawasan terkait 
bencana. Kapasitas ekonomi adalah upaya untuk 
memperkecil dampak bencana melalui 
pengelolaan aset secara baik, misalnya memiliki 
tabungan di bank (Dodon 2013).  

Upaya petani di Jawa Timur dan Nusa 
Tenggara Barat dalam menghadapi kekeringan 
tahun 2015 dilakukan secara perorangan 
maupun kelompok. Misalnya, secara perorangan 
maupun kelompok petani padi dan cabai 
berusaha mengatasi kekeringan yang melanda 
lahan pertanian dengan mengupayakan irigasi 
pompa dari sungai terdekat maupun mengambil 
air tanah. Keberhasilan mengatasi kekeringan 
tergantung ketersediaan air yang masih 
mencukupi untuk irigasi walaupun jumlahnya 
sangat sedikit. Sebagian petani memilih 
membiarkan lahannya bera, menanam 
komoditas yang relatif tahan kekeringan atau 
menunda menanam hingga datang musim hujan. 
Pada musim kemarau kedua umumnya petani 
tidak menanam palawija dan membiarkan lahan 
bera. Musim tanam padi setelah musim kemarau 
kedua umumnya mundur hingga akhir tahun 
2015 atau awal tahun 2016. Petani berusaha 
menutupi kekurangan pendapatan pada musim 
kemarau yang berkepanjangan dengan bekerja 
pada sektor nonpertanian (Sayaka et al. 2016). 

Hasil penelitian Widiyatmoko et al. (2017) di 
DAS Progo Hulu Kabupaten Temanggung, 
Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa 
wilayah ini merupakan kawasan pertanian 
penting. Para petani beradaptasi dengan 
menanam jenis tanaman yang dapat 
menyesuaikan selama musim kering. Tembakau 
merupakan tanaman yang memiliki ketahanan 
sedang hingga tinggi pada musim kemarau 
panjang. Tembakau ditanam ketika air irigasi 
masih mencukupi agar bisa bisa tumbuh dengan 
baik dan memasuki musim kemarau ketika 
tanaman sudah dewasa hingga musim panen. 
Tanaman padi memerlukan banyak air pada awal 
pertumbuhan, memiliki daya tahan terhadap 
keringan relatif rendah hingga sedang. Petani 
umumnya menanam padi pada awal musim 
hujan sehingga tidak terpengaruh kekeringan 
ketika menjelang panen. Tanaman perkebunan, 
khususnya kopi, pada lahan agroforestri yang 
ditanam tumpang sari dengan sengon, mahoni, 
dan kelapa maupun tanaman lain juga memiliki 
ketahanan sedang hingga tinggi terhadap 
kekeringan. Tanaman lain yang memiliki 
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ketahanan tinggi terhadap kekeringan adalah 
pinus. Kebakaran sering terjadi di wilayah ini 
pada musim kemarau panjang adalah karena 
banyak ranting, serasah, dan kayu yang kering 
yang mudah terbakar. 

Petani di Kabupaten Tasikmalaya dan 
Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang 
kekurangan air pada musim kemarau umumnya 
memilih pota tanam padi-palawija-bera atau 
padi-bera-bera. Lahan sawah yang diberakan 
disebabkan oleh kurang informasi bagi petani 
terkait ketersediaan air pada musim kemarau 
karena rendahnya curah hujan. Untuk melakukan 
mitigasi kekeringan petani dua kabupaten 
tersebut dianjurkan menanam komoditas yang 
memerlukan sedikit air dan memiliki nilai jual 
cukup baik. Tanaman yang dapat dibudidayakan 
selama musim kemarau adalah semangka, 
melon, sawi hijau, dan kubis daun (Syaukat et al. 
2019).   

Membuat embung atau sumur dekat lahan 
dekat lahan padi sawah merupakan cara yang 
umum dilakukan petani untuk mengatasi 
kekeringan. Air dari embung atau sumur tersebut 
dipompa dengan generator untuk mengairi lahan 
padi yang kekeringan. Embung digunakan untuk 
menampung air selama musim hujan dan 
dimanfaatkan pada musim kemarau. Petani juga 
menanam tanaman selain padi yang tidak 
memerlukan banyak irigasi, yaitu palawija seperti 
kedelai dan kacang hijau, umbi-umbian (ubi 
kayu, ubi jalar), sayuran, rempah, atau tanaman 
obat. Menanam beberapa varietas padi 
merupakan cara lain yang dilakukan oleh petani 
untuk adaptasi perubahan iklim khususnya pada 
musim kemarau. Varietas yang tidak toleran 
kekeringan ditanam dekat sumber air. Petani 
juga memilih varietas yang cepat panen dan 
berdaya hasil tinggi. Petani juga melakukan 
penyesuaian kalender tanam atau menanam 
palawija setelah padi. Diversifikasi sumber 
pendapatan selama musim kemarau panjang 
merupakan hal biasa dilakukan oleh petani. Cara 
ini ditempuh melalui kegiatan pemasaran produk 
nonpertanian seperti kerajinan tangan maupun 
pangan olahan serta bekerja di luar sektor 
pertanian. Sebagian anggota keluarga petani di 
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, bemrigrasi 
ke kota-kota besar selama musim kemarau 
panjang untuk mencari pekerjaan. Petani di 
Kabupaten Pati, Jawa Tengah, selama kemarau 
panjang memelihara ternak seperti sapi, kambing 
dan ayam untuk menambah penghasilan. 
Sebagian petani juga menjadi menjadi nelayan. 
Di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara 
Barat, petani dan anggota keluarganya 
memanfaatkan industri pariwisata seperti 
menenun kain tradisional dan berjualan untuk 

menambah pendapatan keluarga. Para petani 
juga bersedia mengadopsi varietas padi tahan 
kekeringan dan berdaya hasil tinggi serta 
menerapkan rekomendasi pemupukan maupun 
pengendalian gulma (Suhartini et al. 2013). 

PERAN PEMERINTAH DALAM  
MENGATASI KEKERINGAN 

Undang-Undang No. 24/2007 mengatur 
tentang penangggulangan bencana. Dalam 
pasal 1 dan 2 disebutkan bahwa bencana adalah 
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 
oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 
maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 
dan dampak psikologis.  

Permentan No. 50/2007 mengatur tentang 
Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di 
Bidang Pertanian. Tujuan Permentan ini adalah 
sebagai acuan agar para aparat/petugas 
pertanian di pusat dan daerah dalam 
melaksanakan kegiatan penanggulangan 
dampak bencana secara terarah, tepat, dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Penanggulangan 
dampak bencana dilakukan melalui beberapa 
tahap, yaitu rehabilitasi, rekonstruksi, 
pendanaan, dan pengelolaan bantuan bencana. 

Permentan No. 39/2018 tentang Sistem 
Peringatan Dini dan Penanganan Dampak 
Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian. Hal 
yang diatur adalah terkait sistem peringatan dini, 
penanganan dampak, dan pembinaan. Sistem 
peringatan dini ditujuakn untuk subsektor terkait, 
yaitu untuk komoditas tanaman pangan, 
tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan 
peternakan. Secara khusus Permentan No. 
39/2018 bertujuan melakukan antisipasi dampak 
perubahan iklim termasuk kekeringan agar tidak 
terjadi gagal panen. Berabgai bantuan dapat 
diberikan untuk menangani dampak kekeringan. 
Pembinaan mencakup sosialisasi, penyuluhan, 
bimbingan teknis, serta pendidikan dan 
pelatihan. 

Banjir dan kekeringan merupakan dampak 
perubahan iklim yang cukup signifikan 
dampaknya terhadap sektor pertanian di 
Indonesia. Pada taraf tertentu Pemerintah 
Indonesia kurang responsif dalam 
menanggulangi perubahan iklim tersebut (Lassa 
2012). 
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Berbagai pertimbangan tentang perlunya 
mengelola kekeringan, antara lain (1) luas sawah 
yang terkena kekeringan terus meningkat, (2) 
kekeringan berulang kali terjadi pada tahun yang 
sama, (3) tidak mungkin menghilangkan 
kekeringan tetapi hanya mengurangi 
intensitasnya. Berbagai upaya untuk mengatasi 
kekeringan antara lain (1) membangun atau 
melakukan rehabilitasi atau memelihara jaringan 
irigasi, (2) melakukan konservasi lahan dan air 
dengan membangun embung atau waduk, (3) 
membangun/rehabilitasi/pemeliharaan konser-
vasi lahan dan air, (4) pemberian sarana produksi 
pertanian spesifik lokasi kekeringan, dan (5) 
menerapkan budi daya hemat air dan sarana 
produksi. Upaya selanjutnya adalah penyebaran 
informasi prakiraan iklim, menyusun kalender 
tanam, dan mencermati peta rawan kekeringan 
yang dipublikasikan oleh Badan Litbang 
Pertanian dengan interpretasi data yang tepat 
(Rahayu 2011). 

Secara umum upaya Pemerintah Indonesia 
dalam menghadapi kekeringan adalah 
menjauhkan, mitigasi, atau mengalihkan dampak 
yang berbahaya dari ancaman kekeringan 
melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapan. 
Berbagai upaya yang telah dilakukan dan 
rencana pemerintah dalam penanggulangan 
bencana terdiri dari (1) respons darurat yang 
dilakukan segera setelah bencana terjadi, yaitu 
(a) pemerintah memenuhi kebutuhan pokok 
berupa air dan sanitasi, makanan, kesehatan, 
dan penyuluhan, (b) evakuasi, dan (c) 
pengobatan pasien darurat, (2) pemulihan dari 
bencana yang merupakan tanggung jawab sosial 
dan secara esensial ditujukan untuk 
menyediakan air dan mengurangi dampak, yang 
mencakup upaya nonfisik, upaya fisik darurat, 
dan upaya fisik jangka panjang.  

Pemerintah melakukan pengamatan 
kekeringan, di Pulau Jawa pada tahun 2009 
misalnya, menggunakan satelit (Roswintiarti et 
al. 2011). Analisis data dilakukan berdasarkan 
hasil pengamatan selama El Niño/Southern 
Oscillation (ENSO) dari Juni sampai Agustus 
2009. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
kekeringan vegetatif sedang mulai terjadi pada 
bulan Juni dan Juli 2009 dan dampaknya adalah 
stres vegetatif moderat hingga parah pada bulan 
Agustus 2009. Dalam hal ini tidak ada hubungan 
antara kekeringan vegetatif dengan kekeringan 
meteorologis.  

Implementasi model penginderaan jauh untuk 
pemantauan kekeringan juga dilakukan 
Pemerintah Indonesia melalui LAPAN bekerja 
sama dengan ICALRD, IAARD, dan University of 
Tokyo. Data yang diamati adalah time series 
selama 2009–2013. Pengamatan dilakukan di 

daerah-daerah penghasil padi karena kekeringan 
umumnya menyebabkan berkurangnya produksi 
beras nasional. Daerah pengamatan meliputi 
beberapa kabupaten yaitu Indramayu (Provinsi 
Jawa Barat), Barito Kuala (Provinsi Kalimantan 
Selatan), Ngawi dan Pasuruan (Provinsi Jawa 
Timur), dan Yogyakarta (Provinsi DI Yogyakarta). 
Hasil analisis menunjukkan bahwa kekeringan 
meteorologis dengan nilai KBDH antara 500–600 
menunjukkan awal kekeringan di lahan padi. Di 
samping itu kekeringan pertanian berdasarkan 
analisis VHI (250 m x 250 m) memiliki ketepatan 
60% (Shofiyati et al. 2014). 

Analisis curah hujan harian dilakukan 
berdasarkan data sejak 1 Januari 2005 hingga 31 
Desember 2017 dari sembilan Stasiun 
Meteorologi di Porvinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT), yaitu Komodo, Frans Sales Lega, 
Fransiskus Xaverius, Gewayantana, Mali, Umbu 
Mehang Kunda, Kupang, Eltari, dan Tardamu. 
Kekeringan hidrologis di daerah ini dihitung 
berdasarkan persentase curah hujan di bawah 
normal, yaitu 10%–50%. Rata-rata curah hujan 
menunjukkan bahwa kondisi sangat kering atau 
basah lebih besar peluangnya di NTT bagian 
timur dibanding di bagian barat. Peluang 
kekeringan ekstrim dengan curah hujan hanya 
10% dari normal terjadi setiap 47 tahun 4 bulan. 
Kekeringan parah bisa terjadi setiap lima tahun 
dengan curah hujan kurang dari 20%. 
Selanjutnya peluang terjadinya kekeringan 
dengan curah hujan 30%, 40%, dan 50% dari 
curah hujan normal adalah masing-masing setiap 
3 tahun 2 bulan, 2 tahun 6 bulan, dan 2 tahun 2 
bulan. Strategi adaptasi yang diperlukan 
bervariasi antarkecamatan. Walaupun demikian 
intervensi baku relatif sama, yaitu pengelolaan 
air, intensifikasi atau diversifikasi pertanian dan 
budi daya perikanan, pendidikan, kesehatan, 
ketahanan pangan, dan membangun 
keterampilan bagi masyarakat. Starategi tersebut 
sudah dilaksanakan dnegan baik di Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) yang memiliki 
karakteristik iklim yang sama dengan di Porvinsi 
NTT. Hal ini merupakan tantangan karena 
pengetahuan petani tentang proyeksi informasi 
cuaca dan iklim sangat terbatas. Budaya 
pengetahuan iklim yang meliputi peningkatan 
sudut pandang pemangku kepentingan 
merupakan faktor penting sebagai bagian dari 
perancangan strategi mitigasi dan adaptasi yang 
memadai (Kuswanto et al. 2021). 

Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) dalam menghadapi 
kekeringan pada tahun 2015 melakukan 
beberapa hal. Pertama, mengadakan operasi 
waduk kering dengan memprioritaskan air baku 
di waduk untuk keperluan air minum, irigasi dan 



Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 40 No. 1, Juli 2022: 25-38 34 

industri. Kedua, sudah menyediakan 761 unit 
pompa air untuk membantu pasokan air yang 
tersebar di 11 balai besar wilayah sungai di 
seluruh Indonesia. Ketiga, pasokan air bersih 
melalui mobil tanki dan hidran umum pada 
daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih. 
Bersama BNPB melaksanakan koordinasi 
dengan sektor yang lainnya yang terkait dalam 
rangka antisipasi bencana, anomali iklim, serta 
membuat sumur-sumur yang dilengkapi dengan 
pompa (Tempo.com 2015). Pada tahun 2017 
Kementerian PUPR menghadapi kekeringan di 
Jawa dan Nusa Tenggara dengan beberapa 
tindakan. Pertama, melakukan pengeboran 
melakukan pengeboran air tanah untuk 
pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat 
sebagai prioritas. Kedua, mengoptimalkan fungsi 
waduk untuk keperluan irigasi pertanian. Ketiga, 
membangun waduk maupun embung untuk 
menambah kapasitas penampungan air waktu 
musim hujan dan menggunakannya pada musim 
kemarau maupun kekeringan (Ekonomi. 
bisnis.com 2017).  

Menghadapi kekeringan tahun 2015 dan 
antisipasi pada tahun-tahun berikutnya, 
Kementerian Pertanian mengalokasikan dana 
sebesar Rp2 triliun untuk mengatasi kekeringan. 
Dana tersebut digunakan untuk membangun 
embung, sumur dalam, sumur dangkal, dan 
pompa air. Tahun 2015 Kementerian Pertanian 
telah memberikan bantuan pompa air lebih dari 
20.000 unit ke seluruh Indonesia 
(Tribunnews.com 2015). Pembuatan embung, 
sumur dalam, dan sumur dangkal akan terasa 
manfaatnya dalam waktu sekitar setahun setelah 
terisi air pada musim hujan dan digunakan untuk 
musim kemarau. Dalam jangka pendek yang 
dapat diketahui dampaknya adalah bantuan 
pompa air untuk lahan sawah yang dekat dengan 
sumber air dengan kedalaman sekitar 15 meter. 
Selama musim kemarau diperlukan pompa untuk 
sumur kedalaman menengah yang mencapai 
50–60 meter. Di samping itu bantuan pompa air 
tidak disertai bantuan pengeboran sumur dan 
pipa untuk menyalurkan air. Pada tahun 2019 
Kementerian Pertanian mengatasi kekeringan 
dengan memberikan bantuan infrastruktur yang 
diperlukan bagi daerah-daerah terdampak 
kekeringan, yaitu (1) pompanisasi dan 
pipanisasi, (2) pembangunan embung (long 
storage), (3) membangun sumur dangkal (60 
meter) di daerah yang mengalami kekeringan, 
dan (4) petani dianjurkan mengikuti Asuransi 
Usaha Tani Padi atau AUTP (kompas.com 2019).   

Langkah praktis dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah 
Kabupaten Lombok Timur dalam menghadapi 
kekeringan tahun 2015, yaitu pemerintah 

setempat sudah berusaha menanggulangi 
dampak iklim melalui: (1) pembuatan embung, 
(2) mensosialisasikan kalender tanam, (3) 
menyelenggarakan SLI (Sekolah Lapang Iklim), 
dilanjutkan dengan (4) implementasi Program 
SLI yang dilengkapi dengan input pupuk dan 
benih. Di tingkat provinsi (Nusa Tenggara Barat 
dan Yogyakarta) dilakukan beberapa upaya yaitu 
(1) menginternalisasikan informasi tentang iklim 
dan kalender tanam kepada petani, (2) 
memperkenalkan komoditas dengan harga bibit 
murah yang bisa ditanam dalam musim kemarau 
dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya 
menanam jagung yang buahnya dipanen saat 
jagung masih kecil (baby corn) sementara 
daunnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak 
seperti pengalaman petani di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, (3) menanam rumput (cane grass, 
elephant grass) untuk ternak yang kemudian 
akan bermanfaat untuk penanaman musim 
berikutnya karena tidak hanya akan mengurangi 
biaya pupuk tetapi juga akan memperbaiki 
tekstur tanah, (4) menanggapi permintaan petani 
ini perlu diacu pembuatan sumur renteng yang 
diterapkan oleh petani di Daerah Istimewa 
Yogyakarta, satu sumur bor bisa dimanfaatkan 
oleh empat sampai enam keluarga petani 
sehingga biaya pompa tidak terlalu memberatkan 
pemerintah (Sayaka et al. 2016).  

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
bekerja sama dengan World Food Programme 
(WFP) berupaya membantu petani yang 
terdampak bencana alam termasuk kekeringan. 
Bantuan kepada petani diberikan melalui 
program Food for Assets (FFA). Program ini 
berupaya menyiapkan petani dalam menghadapi 
bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain 
padat karya memperbaiki ekosistem yang 
terdegradasi, memperbaiki lahan pertanian 
termasuk lahan pengembalaan dan perikanan, 
pemberian uang tunai, voucher atau bantuan 
pangan, dan pelatihan untuk meningkatkan 
keterampilan petani (Dewanti 2018). 

PENUTUP 

Kekeringan di sektor pertanian tidak bisa 
dihindari tetapi harus dihadapi bersama oleh 
masyarakat, khususnya petani, dan pemerintah 
pusat maupun daerah. Kerugian karena 
kekeringan berdampak pada produksi pangan 
nasional yang berarti juga kerugian bagi petani 
maupun masyarakat, yang berarti dapat 
mengancam ketahanan pangan nasional. Petani 
harus turut berperan serta dalam 
penanggulangan kekeringan agar kerugian bisa 
ditekan dan kembali bangkit seperti sebelum 
kekeringan terjadi atau bahkan lebih baik lagi. 
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Untuk berperan serta dalam upaya 
penanggulangan kekeringan maka petani harus 
memiliki resiliensi. Pemerintah pusat maupun 
daerah telah melakukan upaya prediksi 
kekeringan pertanian maupun 
penanggulangannya. 

Peran serta petani dalam mengatasi 
kekeringan perlu terus didorong. Resiliensi 
petani harus dibangun termasuk pengetahuan 
terhadap perilaku cuaca maupun iklim agar 
komoditas yang diusahakan bisa optimal 
walaupun mengalamai kekeringan. Petani juga 
perlu belajar cara memilih varietas atau jenis 
komoditas yang cocok untuk periode kekeringan 
seperti varietas berumur pendek, berdaya hasil 
tinggi dan toleran terhadap kekeringan. 
Sosialisasi hasil prediksi cuaca dan iklim perlu 
disebarluaskan kepada petani dan para 
pemangku kepentingan lainnya agar masyarakat 
dapat mengambil manfaat secara optimal. 
Asuransi pertanian, baik untuk tanaman padi 
maupun sapi/kerbau, harus didorong khususnya 
di daerah yang sering mengalami kekeringan. 
Bantuan pemerintah untuk petani yang 
mengalami kekeringan hendaknya bersifat 
dinamis dan spesifik antarelokasi. Rehabilitasi 
dan pemeliharaan daerah hulu sebagai wilayah 
tangkapan air agar terus diupayakan supaya 
dampak kekeringan bisa dikurangi. 
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